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ABSTRACT

This research aims to evaluate the information Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) within the laporan Realisasi Anggaran (LRA) in Seteluk Atas
Village, West Sumbawa Regency, and analyze its influence on strengthening village
financial management. By applying a qualitative descriptive approach, this study
examines data through observation, documentation, and in-depth interviews with
village officials, such as the Village Head, Village Secretary, and Treasurer. The
research indicates that Seteluk Atas Village has produced high-quality financial
information, as evidenced by the alignment between budget realization reaching
97.7% of the target and the utilization of the SISKEUDES application in accordance
with Permendagri Number 20 of 2018. Public transparency is clearly reflected
through the publication of APBDes infographic billboards that facilitate participatory
oversight by the community. Theoretically, these activities reflect the application of
Stewardship Theory, where village officials function as managers who prioritize
integrity and the community's interests over personal interests. In conclusion,
accurate and transparent information in Seteluk Atas Village not only fulfills
administrative responsibilities but also serves as a solid foundation for realizing
accountable village governance (good village governance).

Keywords: quality of information, village budget (APBDes), budget realization report,
village financial governance, transparency

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mutu informasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) dalam laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Desa
Seteluk Atas, Kabupaten Sumbawa Barat, serta menganalisis pengaruhnya
terhadap penguatan pengelolaan keuangan desa. Dengan menerapkan
pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini meneliti data melalui observasi,
dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan perangkat desa, seperti Kepala
Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara. Penelitian ini menunjukkan bahwa Desa
Seteluk Atas telah memproduksi informasi keuangan yang berkualitas tinggi, yang
terbukti dari keselarasan antara realisasi anggaran yang mencapai 97,7% dengan
target dan pemanfaatan aplikasi SISKEUDES yang sesuai dengan Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018. Transparansi publik tercermin dengan jelas melalui
penerbitan baliho infografis APBDes yang memfasilitasi pengawasan partisipatif
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oleh masyarakat. Secara teoritis, kegiatan ini mencerminkan penerapan Teori
stewardship, di mana perangkat desa berfungsi sebagai pengelola yang
mengedepankan integritas serta kepentingan masyarakat di atas kepentingan
pribadi. Sebagai kesimpulan, informasi yang tepat dan transparan di Desa Seteluk
Atas tidak hanya memenuhi tanggung jawab administratif, tetapi juga menjadi dasar
kokoh dalam mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel (Good Village
Governance).

Kata Kunci: kualitas informasi, APBDes, laporan realisasi anggaran, tata kelola
keuangan desa, transparansi

A.Pendahuluan

Desa Seteluk Atas, yang berada
di Kecamatan Seteluk, Kabupaten
Sumbawa Barat, adalah entitas
pemerintahan desa yang memiliki ciri
sosial-ekonomi agraris dan
mengalami
cukup cepat (Wikipedia, 2024).
Sebagai desa yang proaktif dalam

perkembangan yang

transparansi informasi, Desa Seteluk
Atas menggunakan platfrom digital
untuk menyebarkan pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) kepada publik (
Pemerintah Desa Seteluk Atas, 2024).
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di
desa ini berfungsi penting sebagai
penghubung  komunikasi  antara
pemerintahan desa dan warga, untuk
memastikan bahwa setiap rupiah yang
dialokasikan benar-benar
memberikan manfaat bagi masyarakat
setempat (Fercy & Saputra, 2025).
Kualitas informasi yang disajikan

dalam Laporan Realisasi Anggaran

(LRA) merupakan faktor utama dalam
mencapai tata kelola keuangan desa
yang baik. Kepentingan akurasi dan
ketepatan waktu dalam laporan itu
tidak hanya sekadar memenuhi aspek
legal, tetapi juga sebagai alat bagi
para pemangku kepentingan dalam
melakukan pengawasan dan
pengambilan  keputusan strategis
(Lavenia & Hidayat, 2025). Data
anggaran yang berkualitas yang
mencangkup aspek relevan dan
keandalan akan meningkatkan
partisipasi masyarakat dan
penyimpangan dalam pengelolaan
keuangan desa (Fercy & Saputra,
2023).

Namun secara makro, fenomena
pengelolaan keuangan desa di
indonesia masih sering menghadapi
masalah kualitatif administratif yang
belum maksimal. Masalah umum yang
sering ditemukan mencangkup
ketidakselarasan data antara rencana

dan pelaksanaan, serta keterlambatan
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dalam pembuatan laporan
pertanggungjawaban (Fercy &
Saputra, 2023). Hal ini sering kali
disebabkan oleh kurangnya
kemampuan aparatur desa dalam
mengelola data keuangan menjadi
informasi yang relevan, sehingga
laporan yang dibuat hanya berfungsi
sebagai dokumen formal tanpa
peranan evaluatif yang signifikan
(Khoir & Susanto, 2025).

Dalam kajian literatur

sebelumnya, ditemukan adanya
kesenjangan penelitian (research gap)
karena sebagian besar studi lebih
fokus pada aspek teknik implementasi
sistem, namun sangat sedikit yang
menganalisis kualitas informasi
secara mendalam di tingkat desa
(Rahma  dkk., 2025).

penelitian  mengungkapkan bahwa

Berbagai

sistem informasi keuangan desa
(Siskeudes) dianggap telah mengatasi
masalah kualitas laporan (Vicamara,
2023). Namun

menunjukkan bahwa validasi input

kenyataannya

data masih menjadi tantangan besar
yang sering menghasilkan informasi
yang tidak mencerminkan kondisi
lapangan yang
(Ginting & Rangkuti, 2025).

Pengaruh dari rendahnya mutu

sesungguhnya

informasi dalam Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) sangat berdampak

terhadap intergrasi  pengelolaan
keuangan secara keseluruhan. Tanpa
adanya informasi yang dapat
dipercaya, usaha untuk mencapai
transparansi hanya akan menjadi
cerita tanpa makna, karena
masyarakat kekurangan data yang
kuat untuk menilai secara objektif
kinerja pemerintah desa (Rahma dkk.,
2025). Ketidakbenaran data anggaran
juga berpotensi menyebabkan
kesalahan dalam menentukan skala
prioritas pembangunan desa di
periode selanjutnya (Yudea, 2026).
Oleh sebab itu, peningkatan tata
kelola keuangan desa perlu dimulai
dengan perbaikan integritas data
dalam APBDes. Informasi berkualitas
diharapkan dapat mengurangi
asimetri informasi yang selama ini
menjadi  peluang bagi  praktik
penyalahgunaaan kekuasaan
(Wasuka & Sinarwati, 2025). Di Desa
Seteluk Atas, menjaga keselarasan
antara laporan realisasi dan kondisi
nyata di lapangan merupakan faktor
krusial untuk mempertahankan
kepercayaan masyarakat  serta
memastikan keberlangsungan
program pembangunan (Muhammad

& Suharto, 2025).
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Dengan pemahaman yang
mendalam tentang kualitas informasi
anggaran, diharapkan pola
pengelolaan keuangan desa dapat
beralih dari sekadar mengikuti aturan
menjadi pengelolaan yang berfokus
pada kinerja dan akuntabilitas yang
substansial (Muhammad & Suharto,
2025). Penelitian terhadap mutu
informasi ini sangat penting untuk
memahami sejauh mana Laporan
Realisasi Anggara (LRA) dapat
mencerminkan prinsip-prinsip good
vilage governance secara nyata
ditingkat lokal (Yudea, 2026).
Penelitian ini bertujuan untuk
menilai mutu informasi APBDes dalam
Laporan Realisasi Anggaran(LRA) di
Desa Seteluk Atas, Kabupaten
Sumbawa Barat, dan menganalisis
efeknya

terhadap penguatan

pengelolaan keuangan desa.
Penelitian ini diharapkan mampu
memberikan sumbangan terhadap
pengembangan teori akuntansi publik,
terutama dalam konteks
pemerintahan desa, serta
memberikan saran praktis bagi
aparatur desa untuk menyusun

laporan keuangan yang lebih baik.

B. Metode Penelitian
Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini  menggunakan
pendekatan kualitatif dengan desain
deskriptif (Sugiyono, 2020) untuk
mendalami fenomena kualitas
informasi APBDes di Desa Seteluk
Atas. Pemilihan pendekatan kualitas
didasari pada kebutuhan untuk
memahami kompleksitas pengelolaan
keuangan desa melalui  sudut
pandang para pihak yang terlibat
langsung, bukan hanya angka-angka
statistik. Desain deskriptif diterapkan
untuk secara sistematis
menggambarkan fakta tentang proses
penyusunan Laporan Realisasi
Anggaran dan dampaknya terhadap
transparansi publik di area penelitian.
Lokasi dan Objek Penelitian

tempat penelitian ditentukan
secara sengaja di Desa Seteluk Atas,
Seteluk,

Sumbawa Barat. Pemilihan lokasi ini

Kecamatan Kabupaten

ditentukan oleh karakteristik desa

yang telah menerapkan sistem

informasi digital untuk
mendistribusikan pengelolaan
anggaran kepada masyarakat

(Pemerintan Desa Seteluk Atas,
2024). Fokus penelitian adalah
penilaian kualitas informasi APBDes
dalam laporan Realisasi Anggaran
(LRA) dan dampaknya terhadap
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penguatan praktik pengelolaan
keuangan di tingkat pemerintah desa.
Sumber Data dan Informan

Data dalam penelitian ini terdiri
dari data primer dan sekunder
2020). Data primer

melalui

(Sugiyono,
diperoleh wawancara
mendalam dengan informan yang
dipilih menggunakan metode
purposive sampling. Informan dalam
penelitian ini terdiri dari tiga orang,
yaitu Bapak Abdurrahman selaku
Kepala Desa Seteluk Atas, Ibu Novita
Putriani selaku Sekretaris Desa, dan
Dian Ahrianti selaku Kaur
Keuangan/Bendahara Desa. Tiga
informan dipilih karena mereka secara
langsung terlibat dalam proses
membuat, menerapkan, serta

mengirimkan  laporan  Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) dan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA). Data sekunder
diperoleh dari berbagai dokumen
resmi desa seperti Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes), Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Baliho
Transparansi Anggaran, serta
dokumen pendukung lainnya.
Teknik Pengumpulan Data

Proses  pengumpulan  data
dilakukan dengan mengintegrasikan

dua teknik utama, wawancara dan

dokummentasi. Wawancara
mendalam dilakukan untuk
mendapatkan  informasi  tentang

masalah teknik dan administratif yang
dihadapi oleh aparatur desa dalam
mencapai akurasi dan ketepatan
waktu laporan. Teknik dokumentasi
diterapkan untuk memastikan
kesesuaian antara pernyataan lisan
informan dengan data tertulis yang
tercatat di Sistem Informasi Keuangan
Desa  (SISKEUDES),  APBDes,
Laporan Realisasi (LRA) (Sugiyono,
2020).
Teknik Analisis Data

Teknik menganalisis data dalam
penelitian ini dilakukan bertahap,
mulai dari proses pengumpulan data
sampai pada pembuatan kesimpulan.
Analisis data dilakukan dengan
menggunakan model interaktif yang
mencakup proses reduksi data,
penyajian data, dan penarikan
kesimpulan (Sugiyono, 2020). Tahap
reduksi data dilakukan dengan
memilih dan menyederhanakan data
dari hasil wawancara dan
dokumentasi yang berkaitan dengan
kualitas informasi APBDes serta tata
kelola keuangan desa. Selanjutnya,
data tersebut disajikan dalam bentuk
penjelasan deskriptif, tabel, dan

dokumen agar memudahkan peneliti
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dalam memahami hubungan antar
data. Tahap terakhir  adalah
menyimpulkan hasil dengan
membandingkan hasil wawancara,
APBDes, dan teori

stewardship, sehingga didapatkan

dokumen

kesimpulan yang sesuai dengan
kondisi di lapangan.
Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan
dengan cara membandingkan
sumber-sumber yang berbeda dan
menerapkan berbagai metode yaitu
metode triangulasi sumber dan
metode triangulasi teknik (Sugiyono,
2020). Triangulasi sumber dilakukan
dengan cara membandingkan
informasi yang diperoleh dari Kepala
Desa, Sekretaris Desa, dan
Bendahara Desa. Sedangkan
triangulasi teknik dilakukan dengan
membandingkan hasil wawancara dan
dokumen APBDes dan Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) Desa
Seteluk Atas. Teknik ini digunakan
agar data yang didapat benar-benar
mencerminkan kondisi nyata dan
memiliki tingkat keandalan yang
tinggi.
C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kualitas Informasi dalam
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Desa Seteluk Atas. Tingkat kualitas

informasi laporan keuangan di Desa
Seteluk Atas diukur berdasarkan
kehadiran data yang tepat dan
terpercaya. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Bendahara Desa,
saat ini proses pencatatan
sepenuhnya menggunakan aplikasi
SISKEUDES yang merujuk pada
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
mengenai pengelolaan Keuangan
Desa (Vicamara, 2023).
Berdasarkan wawancara
dengan Dian Ahrianti yang bertugas
sebagai Bendahara Desa, proses
mencatat uang desa dilakukan
dengan menggunakan buku kas
umum, buku rekening bank, serta
aplikasi SISKEUDES. Selain itu, ada
juga dokumen seperti nota, kwitansi,
dan faktur yang digunakan sebagai
bukti bahwa transaksi tersebut benar-
benar terjadi. Selain itu, laporan
keuangan dibuat sesuai dengan
aturan Permendagri Nomor 20 Tahun
2018 mengenai pengelolaan
keuangan desa (Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia, 2018).
Dian Ahrianti menyampaikan
bahwa:
“Proses keuangan desa
dilakukan melalui pencatatan buku
kas umum, buku bank, dan diverifikasi

dalam APBDes. Bukti transaksi
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seperti nota, kwitansi, dan faktur
dilampirkan dan aplikasi yang
digunakan adalah SISKEUDES.”

Hal itu menunjukkan bahwa
pembuatan laporan keuangan desa
telah dilakukan dengan terstruktur dan
sesuai dengan prinsip transparan,
tertib, dan disiplin dalam pengelolaan
anggaran (Febrianti & Handayani,
2024). Aplikasi SISKEUDES
membantu pemerintah desa
mengurangi kemungkinan kesalahan
dalam mencatat data dan
meningkatkan kualitas informasi yang
terdapat dalam laporan keuangan
desa (Vicamara, 2023). Kondisi ini
sesuai dengan teori kualitas informasi
yang menjelaskan betapa pentingnya
informasi yang dapat dipercaya dan
tepat dalam laporan keuangan.
Regulasi ini  menyoroti  prinsip
keterbukaan, ketertiban, dan
pengendalian anggaran. Efektivitas
pengelolaan anggaran ini terlihat
dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Ringkasan Realisasi APBDes Desa
Seteluk Atas akhir tahun 2025
Uraian Anggaran Realisa Selisi

(Rp) si(Rp) h(Rp)
PENDAP 3.430.497. 3.441.87 11.38

ATAN 458 7.541 0.083
BELANJ 3.041.692. 2.973.76 67.92
A 512,16 6.760 5.752
SILPA 77.276.11 77.276.1 0

4 14

Sumber: Data Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) Desa Seteluk Atas, 2026

Nilai dalam Tabel 1 di atas bukan
hasil pengelolaan statistik oleh
peneliti, tetapi representasi data yang
diperoleh dari dokumen APBDes.
Peneliti menemukan bahwa
keselarasan antara realisasi
(97,7%) dan sisa

anggaran (SILPA) mengindikasikan

pengeluaran
bahwa kualitas informasi yang
dihasilkan memiliki tingkat kejujuran
penyajian yang tinggi. Ini menunjukan
secara kualitas bahwa perangkat desa
telah melaksanakan fungsi
penatausahaan dengan cermat dan
sesuai dengan realitas di lapangan
(Wasuka & Sinarwati, 2025).

Desa Seteluk Atas menunjukkan
performa fiskal yang sangat baik
dengan rasio realisasi pendapatan
mencapai 100,3%, dihitung dari
Rp3.441.877.541

anggaran
Rp3.430.497.458. Hasil yang melebihi
target ini menunjukkan ketepatan

realisasi

dibandingkan

basis data pendapatan dan efisiensi
kemampuan  pemungutan  yang
dijalankan oleh pemerintah desa.
Sementara itu, efisiensi penggunaan
anggaran tercermin dari rasio
pelaksanaan belanja yang mencapai
97,7%, yang didapat dari perhitungan

berikut:
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Rasio Belanja

_ 2.973.766.760
"~ 3.041.692.512,16

=97,7%

x100% = 0,977

Dalam sudut pandang akuntansi
publik, tingkat penyerapan lebih dari
95% tanpa melebihi plafon anggaran
adalah indikator  kinerja  yang
sempurna, yang menunjukkan bahwa
program kerja telah dilaksanakan
secara menyeluruh tanpa melanggar
batas otorisasi anggaran (Wasuka &
Sinarwati, 2025). Selisih pengeluaran
Rp67.925.752
sebagai efisiensi murni yang berasal

sebesar dianggap
dari optimalisasi pemanfaatan sumber
daya desa, bukan mencerminkan
kegagalan program ( Muharrozi &
Akbar, 2024). Kesesuaian nilai SILPA
sebesar Rp77.276.114 yang bersifat
sinkron menunjukkan tidak adanya
dana menganggur (idle cash) dengan
status yang tidak jelas. Secara teknis,
hasil ini menegaskan keberhasilan
SISKEUDES

otomatisasi

penerapan  aplikasi
dalam  menciptakan
pelaporan yang mampu menghapus

risiko penghitungan ganda dan

inkonsistensi  dalam  pembukuan
manual.
Dengan demikian, kualitas

informasi dalam laporan keuangan

Desa Seteluk Atas bisa dikatakan

cukup bagus karena sudah memenuhi
prinsip transparansi, akuntabilitas,
dan ketertiban dalam administrasi
(Febrianti & Handayani, 2024).
Transparansi dan Aksesibilitas
Informasi bagi Masyarakat

Transparansi di Desa Seteluk
Atas diwujudkan melalui beragam
saluran informasi untuk memenuhi
hak masyarakat terhadap informasi
publik desa (Muhammad & Suharto,
2025). Berdasarkan hasil pengamatan
dan wawancara, desa Seteluk Atas
menyampaikan informasi keuangan
secara transparan dengan cara
memasang baliho APBDes, papan
informasi. Menurut hasil wawancara
dengan Abdurrahman yang
merupakan Kepala Desa, pemerintah
desa dinilai wajib memberikan
informasi tentang penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada
masyarakat sebagai bagian dari
upaya membuka akses informasi
publik.

Abdurrahman menyatakan
bahwa:

‘Desa wajib menyampaikan
informasi penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada
masyarakat melalui papan informasi,

baliho, atau media lainnya agar
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masyarakat mengetahui penggunaan
anggaran desa.”

Selain itu, Dian Ahrianti sebagai
Bendahara Desa juga menyatakan:

“Pemasangan baliho semua nilai
APBDes diterapkan, apa saja yang
dibelanja dan apa saja yang ada di
APBDes itu dicetak dalam bentuk
laporan realisasi atau baliho.”

Pemerintah Desa Seteluk Atas
telah menerapkan prinsip transparansi
dengan memberikan akses informasi
anggaran kepada masyarakat supaya
mereka bisa mengawasi pengelolaan
keuangan desa secara transparan
(Muhammad & Suharto, 2025).

i ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES!
A BDESALDESA—SPE‘;&UKMAS e
TAHUN ANGGARAN 2025

Gambar 1. Baliho Transparansi
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) Seteluk Atas Tahun
Anggaran 2026.

Pemasangan baliho ini
merupakan wujud dari tanggung
jawab desa untuk menyampaikan
informasi

laporan pelaksanaan

pemerintahan desa kepada

masyarakat di  akhir  tahapan

anggaran. Visual data pada baliho
meliputi detai pendapatan seperti
Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana
Desa (ADD), yang menunjukan bahwa

masyarakat diberi kesempatan

seluas-luasnya untuk melakukan

pengawasan partisipatif masyarakat
(Ginting & Rangkuti, 2025. Rincian
sumber pendapatan utama tersebut

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Ringkasan Sumber Pendapatan Transfer
Desa Seteluk Atas TA 2026

Sumber Pendapatan Nilai (Rp)

Dana Desa (DDS) Rp. 316.961.000

Alokasi Dana Desa | Rp.

(ADD) 953.030.640,00

Bagi Hasil Pajak & | Rp. 138.690.543

Retribusi

Total Pendapatan | Rp.

Transfer 1.408.682.183
Sumber: Baliho Transparansi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Seteluk Atas Tahun Anggaran 2026.

Peneliti mengklasifikasikan dua

sumber pendanaan utama yang
tercantum dalam baliho transparansi
untuk memberikan penjelasan
menyeluruh tentang struktur distribusi
anggaran:
1. Dana Desa (DDS)
Sebagai alat fiskal yang berasal
dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), DDS di
Desa Seteluk Atas dianggarkan
sebesar Rp. 316.961.000. Dana

ini dialokasikan untuk mendanai
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pelaksanaan pemerintahan,

pembangunan infrastruktur,
pengembangan masyarakat,
serta inisiatif pemberdayaan
masyarakat. Optimalisasi

penyerapan DDS menjadi faktor

kunci dalam pengawasan
partisipatif, mengingat
dampaknya yang langsung
terhadap pembangunan

infrastruktur dan  peningkatan
kualitas hidup warga desa (Fercy
& Saputra, 2023).

2. Alokasi Dana Desa (ADD)
Pendanaan ini bersumber dari
alokasi dana perimbangan

keuangan antara pusat dan

daerah yang diterima oleh

Pemerintah Kabupaten. Alokasi

Rp953.030.640,00

sebagian besar ditujukan untuk

sebesar

belanja pegawai, termasuk gaji
tetap kepala desa dan perangkat,
tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD),
serta pembiayaan operasional
harian pemerintah desa
(Muhammad & Suharto, 2023).
Publikasi data DDS dan ADD
melalui baliho APBDes menunjukkan
komitmen pemerintah desa dalam
menerapkan transparansi dan

akuntabilitas dalam  pengelolaan

keuangan desa (Ginting & Rangkuti,
2025).
Koordinasi Administratif  dan
Penerapan Stewardship Theory
Menurut perspektif stewardship
theory, perangkat desa berfungsi
sebagai pengelola yang
mengutamakan integritas  untuk
kepentingan masyarakat (Khoir &
Susanto, 2025). Sekretaris Desa
berfungsi sebagai koordinator yang
mengecek semua dokumen
pendukung (SPP,Nota, dan kuitansi)
sebelum laporan disetujui. Bukti nyata
dari tertibnya administrasi ini tampak
pada dokumen LPPD yang disusun

dengan rapi sebagai wujud kepatuhan

terhadap standar pelaporann
nasional.
Berdasarkan wawancara

dengan Novita Putriani yang menjabat
sebagai Sekretaris Desa,
pemeriksaan dokumen dilakukan
sebelum penyerahan laporan
keuangan untuk menjaga keteraturan
administrasi dan kepatuhan terhadap
peraturan.

Novita Putriani menyatakan
bahwa:

“Sebelum laporan disampaikan,
dokumen seperti SPP, nota, dan

kuitansi diperiksa kembali agar tidak
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terjadi kesalahan dalam pelaporan

keuangan desa.”

LAPORAN REALISASI APD DESA
PEMERINTAH DEBA SETELUK ATAS
KECAMATAN SETELUK
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026

URAIAN Rot. ANOGARAN REALISASI  LEBIHI(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)

PENDAPATAN
Pandepatan Tranator 4231100 342885251100 000
Dana Desd 87696800000  876.168,000.00 0,00

D Hosd Pojok den Retoust 10730077300 187.300.773.00 0,00
Aokl Darm Deaa 236820073000  2305280.738,00 000
Pendapatan Lok ol 164404700 1202500087  11.380.083,87

JUMLAN PENDAPATAN __SANAGTASSO0  JAA1NTTEANNT  11.300.003,87
BELANJA
BIDANG PENYELENGGARAN 01912276000 914442 760,00 680.000,00

BIDANG PELAKSANAAN 01813050000  818.130.600,00 000

BIDANG PEMBINAAN 5202410000 62924100000 0,00

BIDANG PEMBERDAYAAN 59637250000 84235250000  14.020.000,00

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, WLANTRA . M0 S2NI0LN

JUMLAH BELANIA ISNASLAIZIS  29TITERTE000  67.926762,16

SURPLUS | (DEFIST) I0H04MEH4  468110.7T8187  (79.306.636,09)
PEMBIAYAAN

Panerimann Pemblysan BIT2T0AMI6 57727611418 0,00
Pengelaran Pembizyoon 966.081.08000  202913.00000  763.160.000,00

PEMBIAYAAN NETTC OLALMERN 37436311416  (763.968.08000)

SILPATSILPA TAMUN BERJALAN L) B42473.890,00  (B42.473.896,09)

Livat Catatan Atas L yang yang tidak Kevangan

toluk Atas, 17 Maret 2026

Gambar 2. Arsip Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa (LPPD) Seteluk Atas Akhir
Tahun Anggaran 2025.

Walaupun sistem administrasi

telah  distandarisasi, studi  ini
menemukan adanya kendala sistemik
berupa perubahan regulasi yang tidak
konsisten, terutama berkaitan dengan
kebijakan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP). Fenomena ini memunculkan
tantangan bagi aparatur desa dalam
mengadaptasi manajemen agar dapat
menyelaraskan pengelolaan
pengadaan lokal dengan regulasi

nasional yang selalu berubah (Khoir &

Susanto, 2025). Selain itu, masalah
infrastruktur terutama ketidakstabilan
sinyal internet menjadi hambatan
teknis penting dalam penggunaan
aplikasi SISKEUDES Online, karena
sistem ini memerlukan sinkronisasi
data secara langsung.
Untuk mengurangi  kendala
tersebut, Pemerintah Desa Seteluk
Atas mengimplementasikan strategi
koordinasi yang proaktif melalui
konsultasi bertahap dengan pihak-
pihak di tingkat kecamatan dan
kabupaten. Langkah ini bertujuan
untuk memastikan stabilitas pelaporan
agar tetap berada dalam batasan
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
dan menjaga ketepatan waktu
(timeliness) penyampaian laporan.
Usaha tersebut mencerminkan sistem
mitigasi risiko dalam menjaga kualitas
pelaporan keuangan desa (Muharrozi
& Akbar, 2024). Para peneliti
menyimpulkan bahwa kemampuan
aparatur dalam menangani faktor
eksternal ini adalah indikator penting
dari kompetensi manajerial yang
mendukung kesinambungan kualitas
informasi keuangan. Dengan cara itu,
integritas dan keandalan laporan tetap
terpelihara melalui skema
pengawasan dan jalur konsultasi yang

menyeluruh.
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Kendala dalam Pengelolahan dan
Pelaporan Keuangan Desa

Meskipun pengelolaan
keuangan desa sudah menggunakan
sistem digital, penelitian ini
menemukan beberapa hambatan
dalam proses melaporkan keuangan
desa (Vicamara, 2023). Berdasarkan
hasil wawancara dengan
Abdurrahman sebagai Kepala Desa,
salah satu hambatan utama yang
dihadapi adalah kurangnya
pemahaman mengenai perubahan-
perubahan aturan yang terus
berkembang, terutama terkait dengan
ketentuan LKPP dan
penyelenggaraan administrasi desa.

Selain itu, Novita Putriani
sebagai Sekretaris Desa menjelaskan
bahwa masalah teknis yang sering
terjadi adalah gangguan sinyal
internet yang memengaruhi
penggunaan aplikasi keuangan desa
yang berbasis online.

Novita Putriani menyatakan
bahwa:

"Masalah utama dalam aplikasi
keuangan desa adalah koneksi
internet yang kurang stabil, sehingga
terkadang aplikasi sulit diakses.”

Pemerintah desa melakukan
komunikasi dan diskusi dengan pihak

kecamatan serta kabupaten untuk

memastikan proses pelaporan tetap
berjalan sesuai dengan aturan yang
berlaku. Upaya tersebut menunjukkan
bahwa pemerintah desa memiliki
komitmen untuk memastikan laporan
keuangan desa tetap berkualitas dan
tercapai tepat waktu (Vicamara,
2023).

Dengan demikian, meskipun
masih ada masalah teknis dan
administratif, Pemerintah Desa
Seteluk Atas terus berusaha menjaga
kualitas pengelolaan keuangan desa
dengan berkoordinasi dan
menyesuaikan aturan yang berlaku
(Muharrozi & Akbar, 2024).

Analisis Kontinuitas Fiskal dan
Kesinambungan Anggaran (2025-
2026)

Penelitian ini menggabungkan
dua dimensi data keuangan yang
saling terkait namun berada dalam
berbeda.

Informasi yang terdapat pada Tabel 1

periode waktu yang

dan Gambar 2 menggambarkan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Tahun Anggaran 2025, sedangkan
Gambar 1 (Baliho) menunjukkan
proyeksi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) untuk Tahun
Anggaran 2026. Perbandingan ini
tidak bertujuan untuk mengetahui
melainkan

perbedaan  anggaran,
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untuk melihat apakah rencana
keuangan desa terus menerus dari
tahun  sebelumnya ke  tahun
berikutnya (Fercy & Saputra, 2023).

Peneliti menemukan adanya
hubungan linear antara hasil evaluatif
tahun 2025 dengan penyusunan

rencana tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3
Realisasi 2025 dan Anggaran 2026

Jenis | Realisasi 2025 Anggaran
Data 2026

Dana Rp. 316.961.000
Desa | 876.168.000,0

(DDS) 0

Alokas Rp. 953.030.640,0

i Dana | 2.365.293.738 0

Desa

(ADD)

Sumber: Data Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) Desa Seteluk Atas, 2026
Perbedaan data antara laporan

realisasi anggaran tahun 2025 dan
baliho transparansi APBDes tahun
2026 menunjukkan bahwa ada
kelanjutan  dalam cara  desa
melaporkan dan  merencanakan

keuangannya. Laporan realisasi
anggaran tahun 2025 menunjukkan
bagaimana pemerintah desa
menjelaskan penggunaan dana yang
sudah dihabiskan, sedangkan baliho
APBDes tahun 2026 menampilkan
rencana pengeluaran yang akan
dilakukan pada tahun 2026
mendatang.

Kepala Desa Seteluk Atas

menjelaskan bahwa penyusunan

APBDes tetap

realisasi anggaran tahun sebelumnya

mengacu  pada
Abdurrahman menyatakan
bahwa:

‘Bahwa kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun berjalan
menjadi  bahan evaluasi dalam
penyusunan program dan anggaran
tahun berikutnya.”

Kesesuaian antara laporan
realisasi tahun 2025 dan rencana
tahun 2026 menunjukkan bahwa
pengelolaan dan perencanaan
keuangan desa terus berjalan dengan
baik dan terpadu (Fercy & Saputra,
2023). Selain itu, informasi yang
terbuka juga membantu mengurangi
perbedaan informasi antara
pemerintah desa dan warga, sehingga
pengelolaan uang desa menjadi lebih

jujur dan bisa dipercaya.

D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis
kualitatif, dapat ditarik kesimpulan
bahwa kualitas informasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) dalam Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) di Desa Seteluk Atas
sudah memenuhi standar karakteristik
kualitatif
diatur dalam Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa dan

informasi  sebagaimana
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Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.
Keberhasilan itu didukung oleh
penggunaan aplikasi SISKEUDES
yang membantu  mempermudah
proses pelaporan keuangan desa,
mengurangi kemungkinan kesalahan
saat mencatat secara manual, serta
memastikan data keuangan yang
diberikan tetap tepat dan sesuai
dengan keadaan
(Vicamara, 2023). Hal ini terlihat dari
tingkat pelaksanaan belanja yang
97,7%, yang

menunjukkan bahwa pengelolaan

sebenarnya

sudah  mencapai

keuangan desa sudah berjalan sesuai
dengan rencana anggaran yang telah
ditetapkan.

Penerapan transparansi dengan
menerbitkan APBDes dan informasi
desa melalui media telah membantu
masyarakat lebih mudah

mendapatkan  informasi  tentang
keuangan desa. Publikasi informasi
mengenai pendapatan, termasuk
Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana
Desa (ADD), Memberi kesempatan
kepada masyarakat untuk terlibat aktif
dalam memantau penggunaan dana
desa. Keterbukaan informasi tersebut
membantu masyarakat memahami

penggunaan dana desa dengan lebih

jelas dan memperkuat kepercayaan
masyarakat terhadap pengelolaan
keuangan desa (Ginting & Rangkuti,
2025)1.

Pemerintah desa Seteluk Atas
berusaha memprioritaskan kebutuhan
warga dengan mengelola keuangan
secara baik, sesuai dengan prinsip
stewardship (khoir & Susanto, 2025).

Di sini, para pejabat desa berperan

sebagai pengelola yang lebih
mementingkan integritas dan
kepentingan masyarakat

dibandingkan kepentingan pribadi.
Koordinasi administratif di Desa
Seteluk Atas terlihat dari penyusunan
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang dilakukan
dengan teratur dan proses
pemeriksaan dokumen yang
dilakukan bertahap. Hal itu
menunjukkan bahwa pemerintah desa
berkomitmen untuk  menerapkan
prinsip akuntabilitas. Adanya
keterkaitan antara Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) tahun lalu dengan
perencanaan anggaran tahun ini
menunjukkan bahwa pengelolaan
keuangan desa dilakukan secara
terus-menerus dan sesuai dengan
aturan pelaporan yang Dberlaku.
Meskipun hasil keuangan sangat baik,

penelitian ini menemukan bahwa
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beberapa kendala seperti
ketidakstabilan akses internet dan
perubahan regulasi yang sering
terjadi, termasuk kebijakan dari
Lembaga
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),

masih menjadi hambatan teknis yang

Kebijakan = Pengadaan

perlu diatasi. Namun, pemerintah
desa secara aktif berkoordinasi
dengan pihak kecamatan dan
kabupaten untuk mengatasi hambatan
tersebut, sehingga proses pelaporan
tetap bisa berlangsung sesuai dengan
ketentuan Permendagri Nomor 20
Tahun 2018. Sebagai kesimpulan,
menyediakan informasi keuangan
yang Dberkualitas dan transparan
merupakan dasar kuat dalam
menciptakan tata kelola pemerintahan
desa yang dapat dipercaya dan
akuntabel (Yudea, 2026).
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